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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU) and
the Special Allocation Fund (DAK) on open unemployment rate in Surabaya City,
motivated by the fact that fluctuations in unemployment are not aligned with the
increasing allocation of DAU and DAK received by the local government each
year. The research employs a quantitative approach using multiple linear
regression analysis based on time series data from 2010-2024 obtained from
Central Statistics Agency (BPS), Ministry of Finance, and the Surabaya City
Government. The analytical tool used is Eviews. The results show that the
General Allocation Fund (DAU) has a negative and insignificant effect on
unemployment in Surabaya City, while the Special Allocation Fund (DAK) has a
positive and insignificant effect on unemployment in Surabaya City. These
findings indicate the need for the local government to optimize the use of General
Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) by directing them
more toward job creation in order to reduce unemployment.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Open
Unemployment, Surabaya.

A. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan permasalahan signifikan yang terjadi di
Indonesia. Tidak hanya di Indonesia tetapi oleh negara-negara di dunia, baik
yang maju atau berkembang, sehingga pengangguran menjadi konflik yang luas.
Pengangguran merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi,
terlebih tingginya tingkat pengangguran berdampak negatif pada pertumbuhan
ekonomi, stabilitas sosial, dan juga kesejahteraan masyarakat. Terlebih
pengangguran di wilayah perkotaan menjadi masalah yang serius karena
memiliki laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta menjadi
salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran diukur dari persentase
jumlah penduduk yang menganggur di daerah tersebut (Setiyawati & Hamzah,
2007).

Menurut Kaji et al. (2024), pengangguran terbuka mengacu pada dua jenis
pengangguran yaitu pengangguran paksa, yang terjadi ketika seseorang ingin
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bekerja tetapi tidak dapat menemukannya, atau pengangguran sukarela, yang
terjadi ketika seseorang belum mendapatkan pekerjaan karena gaji atau
pekerjaan tidak sesuai dengan keinginannya. Selain itu, beberapa orang terlalu
malas untuk mencari pekerjaan atau bekerja. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa pengangguran terbuka mengacu pada angkatan kerja moderat yang
mencari pekerjaan dan pengangguran.

Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, sekaligus
menjadi kota terbesar kedua dan kota metropolitan setelah Ibu Kota DKI Jakarta
serta ditetapkan sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur, membuat tingkat
urbanisasi menjadi sangat tinggi yang menyebabkan adanya kenaikan
pengangguran. Kota Surabaya memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi
dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, sehingga menyebabkan Kota Surabaya
menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan penduduknya yang terus meningkat. Faktor-faktor
pengangguran di Surabaya meliputi keahlian yang sangat rendah, terbatasnya
lapangan pekerjaan, tingginya tingkat urbanisasi, dan adanya persyaratan
lowongan kerja yang ketat (Utari et al., 2024). Hal ini masih menjadi masalah
serius yang berdampak pada kemiskinan dan dapat menurunnya kualitas hidup
masyarakat di Kota Surabaya (‘Izzah & Hertati, 2024).

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya 2020-2024

Tahun | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
2010 6,84
2011 7,81
2012 5,27
2013 5,32
2014 5,82
2015 7,01
2016 7,01
2017 5,98
2018 6,01
2019 5,76
2020 9,79
2021 9,68
2022 7,62
2023 6.76
2024 4.91

Sumber: BPS Kota Surabaya (2025)

Berdasarkan Tabel 1 tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya
selama 15 tahun yakni tahun 2010 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif.
Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi pada tahun 2020 dan 2021
mencapai 9,79% dan 9,68%. Penyebab utamanya sangat berkaitan dengan
dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mulai masuk ke
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Indonesia pada Maret 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi besar besaran di
Indonesia terlebih di Kota Surabaya, yang merupakan kota perdagangan dan
jasa. Banyak sektor menghentikan operasi atau mengurangi tenaga kerja,
sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan
karyawan secara massal karena adanya penurunan permintaan yang signifikan.
Selain itu, adanya pembatasan kegiatan (PSBB) menekan aktivitas ekonomi
secara signifikan. Kondisi ini membuat angka pengangguran meningkat tajam
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dengan kondisi ekonomi
sebelum pandemi yang sudah melemah, yaitu perlambatan ekonomi tahun 2019,
turunnya perdagangan global, penundaan investasi, ketidakseimbangan pasar
kerja, serta perubahan struktur industri menyebabkan pasar tenaga kerja Kota
Surabaya memasuki tahun 2020 dengan kondisi yang rentan. Sedangkan, tingkat
pengangguran terbuka di Kota Surabaya paling rendah terjadi pada tahun 2024
yang mencapai 4,91%. Hal tersebut bisa terjadi karena perekonomian
pascapandemi telah pulih sepenuhnya, aktivitas sektor perdagangan dan jasa
kembali normal, investasi dan industri meningkat, kesempatan kerja baru
bertambah, dan didukung oleh pertumbuhan UMKM serta berkat hasil dari
optimalisasi aplikasi pencari kerja seperti ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo)
dan job fair di tingkat kampung. Selain itu, pulihnya perekonomian tak lepas
dari adanya penerimaan yang diterima Kota Surabaya seperti Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan layanan publik
dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Undang Undang
Republik Indonesia No. 33 (2004), sumber penerimaan yang digunakan untuk
pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi
beberapa penerimaan salah satunya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pelaksanaan
desentralisasi yakni tanpa ikatan tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk
kebutuhan daerah sesuai prioritas. Dengan pemberian otonomi kepada daerah
diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada
di daerah serta menggali dan mengoptimalkan keuangan daerah dalam rangka
mewujudkan semangat kemandirian lokal untuk membangun daerah sendiri
dengan tidak semata mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang
berasal dari luar (Rizal et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 (2005) tentang Dana Perimbangan,
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di setiap pemerintah
daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi
Umum (DAU) ialah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah
daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang
digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan
suatu daerah (Rizal et al., 2021).

Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada wilayah daerah apabila
daerah menghadapi masalah-masalah yang khusus antara lain pembangunan
infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana alam,
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pemberantasan penyakit menular dan lain-lain (Ali & Ningsih, 2021). Besarnya
alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diterima suatu daerah mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam
melaksanakan pembangunan juga menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan
pekerjaan.

Tabel 2 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kota Surabaya 2010-2024

Tahun | Dana Alokasi Umum (Rp Miliar) Dana Alokasi Khusus (Rp Miliar)
2010 652,53 59,88
2011 679,26 49,87
2012 1.061,62 53,22
2013 1.160,02 29,92
2014 1.200,88 19,85
2015 1.147,38 7,12
2016 1.233,38 294,85
2017 1.211,71 378,49
2018 1.211,71 398,78
2019 1.254,34 380,38
2020 1.203,46 420,04
2021 1.167,15 384,14
2022 1.137,71 762,87
2023 1.231,07 765,02
2024 1.410,85 778,22

Sumber: Pemerintah Kota Surabaya (2011) dan Portal Data SIKD (2025)

Berdasarkan Tabel 2 realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya selama 15 tahun yaitu dari tahun 2010
hingga tahun 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Realisasi Dana Alokasi
Umum (DAU) paling besar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 1.410,85 M. Hal
tersebut disebabkan oleh penyesuaian formula Dana Alokasi Umum (DAU)
nasional, meningkatnya kebutuhan fiskal daerah, kenaikan belanja wajib seperti
gaji ASN, serta penguatan kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat.
Selain itu, meningkatnya pendapatan negara pascapandemi memungkinkan
pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar
kepada daerah dengan skala layanan publik tinggi seperti Kota Surabaya.
Sedangkan, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Surabaya paling sedikit
terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 652,53 M dikarenakan pada tahun tersebut
formula Dana Alokasi Umum (DAU) masih menggunakan skema lama,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tinggi sehingga mengurangi
alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta kebutuhan fiskal daerah belum
sebesar tahun-tahun berikutnya. Selain itu, kapasitas fiskal nasional pada 2010
masih dalam masa pemulihan ekonomi sehingga transfer pusat ke daerah relatif
kecil.

Berdasarkan Tabel 2 realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya
paling besar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 778,22 M. Hal tersebut dapat
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terjadi karena meningkatnya kebutuhan layanan publik kota metropolitan seperti
pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, prioritas nasional untuk
pembangunan infrastruktur dasar, serta kebijakan pemerintah pusat yang
memperkuat transfer fiskal pascapandemi. Selain itu, kinerja daerah yang baik
dan tingginya urgensi proyek fisik membuat Surabaya menjadi salah satu daerah
prioritas penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar pada tahun tersebut.
Sedangkan, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya paling sedikit
terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 7,12 M karena pada tahun tersebut
pemerintah pusat melakukan pengetatan dan penyederhanaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dalam masa transisi kebijakan fiskal. Selain itu, Kota Surabaya
sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi tidak menjadi prioritas utama
penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), ditambah belum adanya skema Dana
Alokasi Khusus (DAK) tematik yang baru muncul setelah 2016.

Fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
seharusnya ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk
tingkat pengangguran. Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Surabaya, seharusnya semakin besar
juga kemampuan daerah menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja,
sehingga berdampak pada turunnya tingkat pengangguran. Dengan fokus Dana
Alokasi Umum (DAU) yang tinggi dapat membiayai belanja wajib dan
memperkuat pelayanan publik dan fokus Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
tinggi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan
layanan pendidikan, sehingga membantu mengurangi pengangguran.
Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang rendah membatasi realisasi
proyek dan mengurangi potensi penyerapan tenaga kerja menyebabkan tingginya
pengangguran. Namun, fenomena empiris di Kota Surabaya tidak selalu
menunjukkan pola yang konsisten. Pada beberapa tahun, pengangguran masih
meningkat meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus
(DAK) mengalami kenaikan.

Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh DAU dan
DAK terhadap pengangguran menunjukkan temuan yang beragam dan belum
konsisten antarwilayah. Dengan adanya fenomena fluktuasi Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Surabaya,
ketidakkonsistenan hasil Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) terhadap pengangguran, dan terbatasnya penelitian sebelumnya, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘“Pengaruh Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengangguan Terbuka di
Kota Surabaya”.

B. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Teori Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
menggunakan teori desentralisasi fiskal menurut Wallace E. Oates dalam bukunya
Fiscal Federalism (1972) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah proses
pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan fungsi-fungsi publik sesuai
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dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Oates (1972) menjelaskan
bahwa desentralisasi fiskal tidak akan berfungsi tanpa sistem transfer fiskal yang
efektif. Transfer fiskal adalah aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk
menutup kesenjangan antara tanggung jawab pengeluaran dan Kkapasitas
pendapatan daerah. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan
dukungan pembiayaan kepada daerah melalui beberapa mekanisme transfer, salah
satunya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
1.  Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 (2005) tentang Dana Perimbangan,
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di setiap pemerintah
daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana
Alokasi Umum (DAU) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap
pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali
sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing
sesuai dengan kebutuhan suatu daerah (Rizal et al., 2021).
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 (2005)
tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana
yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.
Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada wilayah daerah apabila
daerah menghadapi masalah-masalah yang khusus antara lain pembangunan
infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana alam,
pemberantasan penyakit menular dan lain-lain (Ali & Ningsih, 2021).
Teori Pengangguran
Teori pengangguran menurut John Maynard Keynes pertama kali
diperkenalkan dengan nama Teori Keynesian dalam bukunya The General Theory
of Employment, Interest, and Money (Keynes, 1936) menjelaskan bahwa
pengangguran muncul akibat kurangnya permintaan agregat, Keynes
merekomendasikan kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan dan
mengurangi pengangguran. Sehingga, peran pemerintah menjadi sangat penting
melalui penerapan kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat dan
pada akhirnya memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran.
Menurut (Sukirno, 2019) dalam buku Makroekonomi Teori Pengantar
terdapat empat jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu:
1. Pengangguran Normal atau Friksional
Ketika jumlah orang yang menganggur mencapai dua atau tiga persen dari
seluruh populasi, ekonomi dianggap telah mencapai tingkat kesempatan kerja
penuh.
2. Pengangguran Struktural
Disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi dengan kemerosotan
struktur kegiatan ekonomi menyebabkan kegiatan produksi dalam industri
menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi
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penganggur.

3. Pengangguran Siklikal
Kemerosotan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan-perusahaan
mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan
bertambah.

4. Pengangguran Teknologi
Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan
teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Menurut (Sukirno, 2019) dalam buku Makroekonomi Teori Pengantar

terdapat empat jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka
Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan
yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.

2. Pengangguran Tersembunyi
Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap
kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang
digunakan tergantung kepada banyak faktor.

3. Pengangguran Musiman
Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada
musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa
menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat
mengerjakan tanahnya.

4. Setengah Menganggur
Pekerja-pekerja yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh
waktu, dan jam kerja yang jauh lebih rendah dari yang normal.digolongkan
sebagai setengah menganggur.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan
metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data
sekunder time series periode 2010-2024 yang diperoleh dari web resmi Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah
Kota Surabaya. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 12 dengan
pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R?).
Model regresi yang digunakan adalah:

LogY=0+p:logXi+P:2logXate
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Tabel 3 Regresi Linear Berganda
Dependent Variable: LOG(PENGANGGURAN)
Method: Least Squares
Date: 12/01/25 Time:10:15
Sample: 2010 2024
Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.943631 2.023369 2.937493 0.0124
LOG(DAU) -0.234703 0.299353  -0.784033 0.4482
LOG(DAK) 0.061601 0.042681 1.443287 0.1745
R-squared 0.151021 Mean dependent var 4.609312
Adjusted R-squared 0.009525 S.D.dependentvar 0.223044
S.E. of regression 0.221979 Akaike info criterion 0.004388
Sum squared resid 0.591296 Schwarzcriterion 0.145998
Log likelihood 2.967093 Hannan-Quinn criter. 0.002879
F-statistic 1.067313 Durbin-Watson stat 1.245062
Prob(F-statistic) 0.374439

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 3 model persamaan regresi linier berganda yang
terbentuk dari penelitian ini adalah:

log(Pengangguran) = 5.9436 - 0.2347log(DAU) + 0.0616log(DAK)

Sehingga dari persamaan regresi linier berganda menggunakan (Time
Series) diatas dapat di jelaskan bahwa:

1. o =5.9436, yang berarti bahwa jika nilai Xi (DAU) dan X. (DAK) masing-
masing sebesar 0 (nol), maka nilai Y (Pengangguran Terbuka) sebesar
5.94%

2. P1=-0.2347, yang berarti bahwa jika variabel X> (DAK) dianggap konstan,
maka jika variabel X: (DAU) meningkat 1%, maka Y (Pengangguran
Terbuka) akan turun sebesar 0.23%. Artinya, semakin naik Dana Alokasi
Umum (DAU) Kota Surabaya, pengangguran akan turun meskipun besarnya
pengaruh ini relatif kecil.

3. P2=0.0616, yang berarti bahwa jika variabel Xi: (DAU) dianggap konstan,
maka jika variabel X. (DAK) meningkat 1%, maka Y (Pengangguran
Terbuka) akan naik sebesar 0.06%. Artinya, semakin naik Dana Alokasi
Khusus (DAK) Kota Surabaya, pengangguran akan ikut naik.

Uji F (Simultan)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,3744
> 0,05, yang menandakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap
tingkat pengangguran. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh tetapi tidak cukup kuat
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terhadap pengangguran terbuka di Kota Surabaya.
Uji t (Parsial)

Secara parsial, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien
negatif sebesar -0,2347 dengan nilai probabilitas 0,4482 > 0,05, yang
menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung
menurunkan tingkat pengangguran, namun pengaruh tersebut tidak signifikan
secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum
(DAU) di Kota Surabaya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan
operasional pemerintahan, sehingga tidak secara langsung berdampak pada
penurunan pengangguran. Tetapi, sektor industri dapat berjalan dikarenakan
meningkatnya efisiensi pelayanan publik, karena jika efisiensi pelayanan publik
meningkat maka pelayanan perizinan cepat membuat usaha baru mudah dibuka
dan dapat menambah lapangan kerja sehingga menurunkan pengangguran.
Kemudian, dengan infrastruktur terpelihara membuat aktivitas ekonomi lancar
karena perusahaan lebih mudah beroperasi.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien positif sebesar
0,0616 dengan nilai probabilitas 0,1745 (> 0,05), yang berarti peningkatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran,
meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang umumnya diarahkan pada proyek
fisik dan pengadaan bersifat jangka pendek serta tidak padat karya, sehingga
kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif terbatas. Selain itu,
tingginya urbanisasi ke Kota Surabaya menyebabkan tingkat pengangguran
bertambah meskipun pemerintah meningkatkan belanja modal melalui DAK.

R?* (Koefisien Determinasi)

Nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,151 menunjukkan bahwa variabel
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya mampu
menjelaskan 15,1% variasi tingkat pengangguran, sedangkan sisanya yaitu 84,9%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi,
investasi swasta, dan perkembangan sektor industri dan jasa.

Pembahasan

Secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien regresi
negatif sebesar -0.2347 dengan nilai probabilitas 0.4482 > 0.05. Hal ini berarti
peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung menurunkan tingkat
pengangguran, namun pengaruh tersebut tidak signifikan di Kota Surabaya.
Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Dana Alokasi Umum (DAU)
digunakan untuk mendukung belanja wajib dan pelayanan dasar, namun alokasi
tersebut tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja baru yang cukup besar
untuk memengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, penggunaan Dana Alokasi
Umum (DAU) yang relatif fleksibel (block grant) membuat perannya terhadap
penyerapan tenaga kerja tidak secara langsung terasa pada tahun berjalan.
Sehingga, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa
penelitian saya sejalan dengan penelitian Ali & Ningsih (2021) di Kota Metro
yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap pengangguran dan penelitian Setiyawati & Hamzah
(2007) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
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negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien positif sebesar 0.0616
dengan nilai probabilitas 0.1745 > 0.05. Artinya, ketika Dana Alokasi Khusus
(DAK) meningkat, tingkat pengangguran justru cenderung meningkat meskipun
efeknya tidak signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena Dana Alokasi Khusus
(DAK) Surabaya sebagian besar digunakan untuk program fisik dan kegiatan yang
sifatnya proyek jangka pendek. Misalnya, jika di Surabaya Dana Alokasi Khusus
(DAK) sering digunakan untuk pembangunan infrastruktur ringan (jalan
lingkungan dan bangunan sekolah), pengadaan alat kesehatan dan pengadaan alat
pendidikan. Hal tersebut membuat lebih banyak menggunakan alat berat dan
kontraktor, bukan tenaga kerja banyak serta waktu pengerjaan singkat. Selain itu,
proyek pemerintah sering menggunakan tenaga kerja ahli, bukan pencari kerja
lokal. Maka, pekerjaan yang dihasilkan dari proyek Dana Alokasi Khusus (DAK)
bersifat temporer sehingga tidak berdampak besar terhadap pengurangan
pengangguran. Di sisi lain, dikarenakan tingkat urbanisasi yang tinggi membuat
arus masuk tenaga kerja ke Surabaya tinggi menyebabkan tingkat pengangguran
bertambah meskipun pemerintah meningkatkan belanja modal melalui DAK. Hal
ini menyebabkan peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tampak seolah-olah
berkorelasi positif dengan bertambahnya pengangguran, padahal hubungan
tersebut tidak signifikan. Sehingga, ketidaksignifikanan pengaruh Dana Alokasi
Khusus (DAK) menunjukkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bahwa
ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat, alokasi anggaran lebih banyak
terserap pada proyek mekanis atau pengadaan (capital expenditure) yang tidak
padat karya, sehingga tidak berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan
penciptaan lapangan kerja langsung dalam jangka pendek yang dapat menurunkan
pengangguran. Jadi, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ditemukan
bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam
artian penelitian saya tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Secara simultan, nilai probabilitas 0.3744 > 0.05, yang berarti secara
bersama-sama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Surabaya.
Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran di Kota Surabaya lebih
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, investasi
swasta, perkembangan sektor industri, jasa dan perdagangan.

Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa
transfer fiskal pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) belum menjadi faktor dominan dalam menurunkan tingkat
pengangguran di Kota Surabaya sepanjang tahun 2010-2024.

E. PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengangguran terbuka di Kota
Surabaya selama periode 2010-2024 menggunakan analisis regresi linear
berganda, dapat disimpulkan bahwa:
1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara
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simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka,
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) tidak secara langsung memengaruhi pengangguran terbukadi
Kota Surabaya.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap pengangguran terbuka, menunjukkan bahwa peningkatan Dana
Alokasi Umum (DAU) tidak secara langsung menurunkan pengangguran
terbuka di Kota Surabaya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap pengangguran terbuka, menunjukkan bahwa peningkatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) dapat manaikkan pengangguran terbuka di Kota
Surabaya tetapi tidak secara langsung.

Saran

1.  Bagi Pemerintah Kota Surabaya perlunya mengoptimalkan penggunaan
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke sektor
sektor padat karya, seperti industri kreatif, UMKM, pemberdayaan ekonomi
lokal, dan kegiatan pembangunan untuk penyerapan tenaga kerja, sehingga
dapat mengurangi pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.  Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang
relevan seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, urbanisasi, atau
perkembangan sektor, agar model dapat memberikan hasil yang lebih
komprehensif.
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